Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korups Y ang Dilakukan Pejabat
Administrasi Daerah Akibat Diskresi = Criminal Liability of Regional
Government Officialsin Corruption Crimes Related to Discretion in
Regional Government Administration

Audaraziq Ismail, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20517400& lokasi=lokal

Diskresi menjadi isu krusial karena memberikan peluang terjadinya penyal ahgunaan wewenang atau
perbuatan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian negara yang berakibat pada tindak pidana
korupsi. Secara sempit, diskres didefinisikan sebagal kebebasan kehendak pejabat administrasi negara yang
berwenang sebagal pelengkap dari asas legalitas yang tidak mungkin diakomodir oleh undang-undang.
Secaraluas, diskresi dapat diartikan menjadi 3 hal yakni Pertama, sebagai kewenangan Pejabat Administrasi
Pemerintahan Daerah untuk mengel ola keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD.
Kedua, diskres diartikan sebagai pengel olaan kekayaan negara, Ketiga, sebagal bentuk pelaksanaan Inovasi
Daerah oleh Pgjabat Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan pelaksanaan Inovasi Daerah, dalam rangka
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seorang pejabat administrasi daerah dapat
melakukan inovasi dimana bila tidak mencapal sasaran yang telah ditetapkan tidak dapat dipidana. Oleh
karenanyadiskresi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah seharusnya dipertimbangkan sebagai
bentuk dari Inovasi Daerah. Metode penelitian tesisini bersifat normatif yuridis dengan tipe penelitian
hukum deskriptif sehingga permasalahan hukum dalam penelitian ini dapat dipaparkan berdasarkan pada
hasi| studi kasus. Secara singkat, hasil penelitian tesisini, masih dipertimbangkannya prinsip dan etika
sebagai bahan pertimbangan lain dalam menuntut, mendakwa, maupun memutus oleh Jaksa Penuntut Umum
maupun Majelis Hakim sehingga perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara.
...... Discretion isacrucial issue because it provides an opportunity for abuse of authority or arbitrary actions
that can cause state losses resulting in criminal acts of corruption. Narrowly, discretion is defined as the
freedom of the will of the authorized state administration official as a complement to the legality principle
which cannot be accommodated by law. Broadly speaking, discretion can be interpreted into 3 things:. First,
as the authority of Regional Government Administration Officials to manage state finances in the context of
implementing the APBN or APBD. Second, discretion is defined as the management of state assets. Third,
as aform of implementation of Regional Innovation by Regional Government Officials. With regard to the
implementation of Regional Innovation, in the context of reforming the implementation of Regional
Government, aregional administration official can make an innovation where if it does not achieve the
predetermined target, it cannot be convicted. Therefore the discretion exercised by Regional Government
Officias should be considered as aform of Regiona Innovation. This thesis research method is normative
juridical with descriptive legal research type so that the legal problemsin this research can be described
based on the results of the case study. In short, the results of this thesis research, principles and ethics are
still being considered as other considerations in prosecuting, accusing, or making decisions by the Public
Prosecutor and the Panel of Judges so that it needs to be proven first in the State Administrative Court.
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